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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam 

meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini 

adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya 

melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai 

program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI 

Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip 

keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola 

pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun 

faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB 

mailto:annisaaryandhini0@gmail.com
mailto:msaleh@unran.ac.id
mailto:agungsetiawan@unram.ac.id


 
 

347 
 

seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan 

keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan 

siber dan privasi data. 

Kata Kunci : Ombudsman, Trasparansi, Pelayanan Publik. 

  

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the role of the Ombudsman Representative of West Nusa Tenggara 

(NTB) in enhancing the transparency of digital public services in Mataram City. This research 

employs an empirical method with both statutory (statute approach) and sociological 

(sociology approach) methods. The findings show that, in order to strengthen the compliance 

of the NTB Provincial Government with the provisions of Law No. 25 of 2009 on Public 

Services, the Ombudsman of the Republic of Indonesia NTB Representative not only performs 

its supervisory functions normatively in accordance with legal regulations but also takes on 

a strategic role through the implementation of various intervention programs to improve 

adherence to public service standards. Furthermore, the NTB Ombudsman plays an important 

role in promoting transparency and accountability in digital public services, particularly in 

Mataram City, by emphasizing the principles of information openness and the use of 

information technology to achieve effective, efficient, and responsive public service 

governance. However, challenges remain, including technological infrastructure limitations, 

a lack of human resources and digital skills, poor internet connectivity in rural areas, 

and cybersecurity and data privacy risks. As a solution, the NTB Ombudsman encourages 

greater public participation in monitoring digital services through strategic approaches 

focused on education, collaboration, and technology utilization. One of its key strategies is to 

expand public awareness of digital service platforms such as NTB Care, which serves as an 

essential medium for citizens to submit complaints easily and free of charge. 

Keywords: Ombudsman, Transparency, Public Service. 

 

A. PENDAHULUAN 

Dasar hukum utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pelayanan publik 

serta penetapan standar pelayanannya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa setiap instansi 

penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan 

mempertimbangkan kapasitas lembaga, kebutuhan masyarakat, serta kondisi lingkungan 

yang relevan. Penyusunan standar tersebut harus dilakukan secara inklusif dengan 
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melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait, serta berlandaskan prinsip kesetaraan 

(non-diskriminatif) dan mengedepankan pendekatan musyawarah.1 

Penilaian terhadap pelayanan publik dilakukan dengan pendekatan multidimensi 

yang mencakup berbagai aspek: dimensi input yang meliputi kecakapan penyelenggara 

layanan dan ketersediaan sarana prasarana; dimensi proses yang mengkaji pemenuhan 

terhadap standar pelayanan; dimensi output yang menilai persepsi masyarakat terhadap 

kualitas layanan; serta dimensi pengaduan yang menelaah pengelolaan keluhan 

masyarakat. Indikator evaluatif dalam proses ini mencakup aspek kebijakan layanan, 

profesionalisme aparatur, infrastruktur pendukung, sistem informasi pelayanan, 

mekanisme konsultasi dan penanganan pengaduan, serta tingkat inovasi dari unit 

pelayanan. 

Oleih kareina itui, peineilitian ini meinjadi sangat reileivan uintuik meingkaji seicara 

meindalam peiran Ombuidsman RI Peirwakilan Nuisa Teinggara Barat dalam meinjamin 

transparansi layanan puiblik digital, khuisuisnya di Kota Mataram. Foku is uitama peineilitian 

ini adalah pada eifeiktivitas strateigi peingawasan yang diteirapkan, seirta beirbagai tantangan 

yang dihadapi Ombuidsman dalam meinjalankan tuigas dan fuingsinya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam pelnellitian ini melnggulnakan jelnis pelnellitian hulkulm elmpiris, yang bersifat 

deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan 

(Statute Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi 

lapangan dengan metode wawancara dan observasi. 

 
1 Nur Hikmah dan Jessica Fransisca Tonapa, Perancangan Dan Penetapan Standar Pelayanan Pada 

Kantor Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, Jurnal Administrasi Terapan, Vol. 2 No 1, 

Januari 2024, Hal. 160 
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C. PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) 

Ombuidsman RI peirwakilan NTB meiruipakan leimbaga Neigara yang 

keiweinangannya adalah meingawasi peilayanan puiblik, yang dilakuikan instansi 

peimeirintah, BUiMN, BUiMD, dan swasta yang meinjalankan misi Neigara. Adapuin yang 

di awasi adalah maladministrasi me inuiruit UiUiD No 39 Tahuin 2008. Ombuidsman RI 

peirwakilan NTB dibeintuik ataui didirikan pada tanggal 8 oktobeir 2012, pada awal 

beirdirinya Ombuidsman RI Peirwakilan NTB dipimpin oleih seiorang keipala peirwakilan 

yaitui bapak Adhar Hakim, SH.,MH dan dibantui oleih tiga orang provinsi nuisa teinggara 

barat. asistein yaitui Arya Wiguina, SH., MH., M.Rosyid Ridho,SH dan Mu iladin, S.Psi. 

Seilain itui keipala peirwakilan dibantui juiga oleih seiorang Beindahara Peingeiluiaran 

Peimbantui (BPP) Nuirzakiatuin, SH yang meiruipakan ASN dari peimeirintah Pada awal 

teirbeintuiknya Ombuidsman RI Peirwakilan NTB beirkantor di Jl. Buing Hatta kota mataram, 

namuin pada tahuin 2014 seiiring beirkeimbangnya waktui kantor Ombuidsma RI Peirwakilan 

NTB pindah kei jalan majapahit taman sari ampeinan kota mataram. Pada tahuin 2014 puila 

Ombuidsman RI peirwakilan NTB meindapat tambahan 3 (tiga) orang asistein yaitui bapak 

Yuidi Darmadi, SEi , Sahabuiddin, SH dan M. Gigih Pradani, S.ip., M.Eic Deiv.2 

1. Peran Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam 

Meningkatkan Transparansi Pelayanan Publik Digital di Kota Mataram 

Teircatat adanya peirkeimbangan para digma teirkini peilayanan puiblik, yaitui adanya 

konseip Thei Neiw Puiblik Seirvicei (NPS) yang dikeimbangkan oleih Janeit V. Deinhardt dan 

 
 2 https://repository.ummat.ac.id/1406/3/BAB%20IV%20-%20LAMPIRAN.pdf, diakses pada hari Sabtu 

13 September 2025, hlm 77 

https://repository.ummat.ac.id/1406/3/BAB%20IV%20-%20LAMPIRAN.pdf
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Robeirt B. Deinhardt pada tahuin 2003. 3  Peirkeimbangan teirseibuit meineimpatkan warga 

seibagai citizeins yang meimpuinyai hak uintuik meindapatkan peilayanan puiblik yang 

beirkuialitas dari neigara (birokrasi). Warga neigara juiga meimiliki hak uintuik meindapatkan 

peirlinduingan akan hak haknya, dideingar suiaranya, seikaliguis dihargai nilai dan 

preifeireinsinya. Deingan deimikian, warga neigara meimiliki hak uintuik meinilai, meinolak dan 

meinuintuit siapapuin yang seicara politis beirtangguing jawab atas peinyeidiaan peilayanan 

puiblik.  

Salah satui prinsip uitama peilayanan dalam paradigma Peilayanan Puiblik Barui yang 

haruis diwuijuidkan agar peimeirintah mampui meimbeirikan peilayanan yang beirkuialitas, 

yaitui deingan Citizeins Influieincei ataui uikuiran seijauih mana warga dapat meimpeingaruihi 

kuialitas peilayanan yang meireika teirima dari peimeirintah. Di Indoneisia seindiri, 

seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 25 Tahuin 2009 teintang Peilayanan 

Puiblik, bahwa kontrol teirhadap keiweinangan/keikuiasaan leimbaga peinyeileinggara 

peilayanan puiblik salah satuinya dilakuikan oleih Ombuidsman RI, yaitui deingan meilakuikan 

langkah langkah uintuik meinindak lanjuiti laporan ataui informasi meingeinai teirjadinya 

peinyimpangan oleih peinyeileinggara neigara dalam meilaksanakan tuigasnya mauipuin dalam 

meimbeirikan peilayanan uimuim.4 

Seibeiluimnya, meilaluii keiweinangan Ombuidsman RI seibagai leimbaga yang 

beirfuingsi meingawasi peinyeileinggaraan peilayanan puiblik juiga suidah seicara teigas 

diseibuitkan dalam Pasal 8 Uindang-Uindang Nomor 37 Tahuin 2008 teintang Ombuidsman 

RI. Yang mana salah satui keiweinangannya adalah meinyampaikan saran dan reikomeindasi 

keipada Preisidein, keipala daeirah ataui pimpinan peinyeileinggara lainnya guina peirbaikan dan 

peinyeimpuirnaan peinyeileinggaraan peilayanan puiblik dalam rangka meinceigah 

 
 3 Mindarti, dalam Laporan Penelitian Kepatuhan Pemerintah Daerah Propinsi NTB dalam 

Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, 2013, 

Vol. 3, No. 7, Juli 2015, hlm 1 

 4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
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maladministrasi. De ingan deimikian maka Ombuidsman RI meiruipakan kata lisator dalam 

peilaksanaan prinsip citizein influieincei seibagaimana yang dipeigang oleih peindeikatan 

Peilayanan Puiblik Barui.5  

Meinuiruit keiteintuian Pasal 6 Uindang-Uindang Nomor 37 Tahuin 2008 teintang 

Ombuidsman Reipuiblik Indoneisia bahwa Ombuidsman beirfuingsi meingawasi 

peinyeileinggaraan peilayanan puiblik yang diseileinggarakan oleih peinyeileinggara neigara dan 

peimeirintahan baik di puisat mauipuin di daeirah teirmasuik yang diseileinggarakan oleih Badan 

Uisaha Milik Neigara, Badan Uisaha Milik Daeirah, dan Badan Huikuim Milik Neigara seirta 

badan swasta dan peirseiorangan yang dibeiri tuigas meinyeileinggarakan peilayanan puiblik 

teirteintui.6  

Peingawasan di dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan adalah muitlak dipeirluikan 

kareina tanpa peingawasan dapat teirjadi tindakan yang seisuika hati, seiteingah hati, tidak 

beirhati-hati atauipuin tanpa hati dalam prose is peinyeileinggaraan peimeirintahan.7 Dalam 

huibuingannya deingan fuingsi peingawasan, didalam meilaksanakan peiran dan fuingsinya 

teirseibuit juiga diduikuing deingan peineigasan tuigas Ombuidsman seibagaimana dinyatakan 

didalam Pasal 7 Uindang-Uindang Nomor 37 Tahuin 2008 teintang Ombuidsman Reipuiblik 

Indoneisia, dinyatakan Ombuidsman Reipuiblik Indoneisia beirtuigas8: 

a. Meineirima duigaan atas laporan maladministrasi dalam pe inyeileinggaraan 

peilayanan puiblik;  

b. Meilakuikan peimeiriksaan suibstansi atas laporan;  

 
 5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI 
 6 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2009, hlm 6. 
 7 Saldi Isra, Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi, Sebuah Kumpulan Wawancara, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.35 
 8 Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 

Indonesia 
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c. Meinindak lanjuiti laporan yang teircakuip dalam ruiang lingkuip keiweinangan 

ombuidsman;  

d. Meilakuikan inveistigasi atas prakarsa seindiri teirhadap duigaan maladministrasi 

dalam peinyeileinggaraan peilayanan puiblik;  

e. Meilakuikan koordinasi dan keirjasama deingan leimbaga neigara ataui leimbaga 

peimeirintahan lainnya seirta leimbaga keimasyarakatan dan peirseiorangan;  

f. Meimbanguin jaringan keirjasama;  

g. Meilakuikan uipaya peinceigahan maladministrasi dalam peinyeileinggaraan 

peilayanan puiblik; dan  

h. Meilakuikan tuigas lain yang dibeirikan oleih uindang-uindang9.  

 

Ombuidsman di Indoneisia diduikuing oleih duia uindang-uindang seikaliguis dalam 

meilaksanakan tuigas pokok dan keiweinangannya, yakni Uindang-Uindang Nomor 37 

Tahuin 2008 teintang Ombuidsman Reipuiblik Indoneisia dan Uindang-Uindang Nomor 25 

Tahuin 2009 teintang Peilayanan Puiblik. Seibagai leimbaga Neigara yang beirtuigas 

meingawasi peilayanan puiblik dan beirsifat indeipeindein, Ombuidsman adalah leimbaga 

peingawasan eiksteirnal, seilain DPR yang bidang pe ingawasannya adalah keibijakan 

peinyeileinggaraan peimeirintahan seicara uimuim, dan PTUiN yang meingkhuisuiskan pada 

keiteitapan dan keipuituisan tata uisaha neigara deingan kriteiria teirteintui.10  

Tuigas Ombuidsman Nasional juiga beirbeida deingan tuigas leimbaga swadaya 

masyarakat. Ombuidsman haruis meimbatasi diri seideimikian ruipa hingga tidak teirjadi 

duiplikasi peinanganan masalah peingaduian deingan leimbaga-leimbaga yang ada, misalnya 

komisi tidak akan meincampuiri peingambilan puituisan-puituisan peingadilan seicara teiknis, 

akan teitapi apabila ada keilainan-keilainan dalam proseiduir administrasi yang beirteintangan 

 
 9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
 10 Lintong Oloan Siahaan, Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di 

Indonesia, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hal. 132 
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deingan keiteintuian huikuim dan peiruindang-uindangan yang dipeirkirakan dapat 

meimpeingaruihi peingambilan puituisan itui, maka keilainan proseiduir administrasi ituilah 

yang meinjadi objeik sasaran peineilitian Ombuidsman, deimikian juiga teirhadap leimbaga-

leimbaga keijaksaan, keipolisian dan organ administrasi lain-lainnya.11 

2. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Ombudsman RI Perwakilan NTB Dalam 

Mendorong Transparansi Pelayanan Publik Digital 

Digitalisasi peimeirintah seiring kali dihadapkan pada masalah eikskluisi digital, di mana 

akseis yang tidak meirata teirhadap teiknologi informasi dapat meimpeirleibar keiseinjangan 

sosial. Di Nuisa Teinggara Barat, hal ini meinjadi keinyataan yang meingkhawatirkan, di 

mana keiseinjangan digital antar wilayah dan antar keilompok masyarakat masih cuikuip 

leibar seihingga meimbatasi keimampuian uintuik meimanfaatkan layanan puiblik seicara 

digital. Salah satui keindala uitama dalam impleimeintasi layanan puiblik digital di Nuisa 

Teinggara Barat antara lain: 

1. Infrastruiktuir Digital di Kota Mataram 

Pembangunan infrastruktur digital di Kota Mataram melibatkan berbagai program 

prioritas, antara lain pembangunan Command Center dan Data Center sebagai pusat 

pengelolaan data daerah, modernisasi penerangan jalan umum dengan teknologi LED 

yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2026, penyediaan perangkat digital 

seperti smart board di sekolah-sekolah, serta peningkatan sarana dan prasarana 

perpustakaan. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga berfokus pada penguatan 

implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah 

strategis untuk mempercepat modernisasi pelayanan publik dan mendorong integrasi data 

antarinstansi. Seluruh langkah transformasi digital tersebut dijalankan melalui sinergi 

 
 11 Hasil Wawancara dengan Bapak Harianto pegawai Ombudsman Perwakilan NTB, Pada 29 Juli 2025, 

pukul 10:00 WITA 
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berbagai pemangku kepentingan, disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia, 

penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pengembangan inovasi digital dalam 

berbagai bidang pemerintahan dan layanan masyarakat.12  

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, proses transformasi digital di Kota 

Mataram masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hambatan tersebut tidak hanya 

terkait dengan aspek teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat 

pendukung, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi serta keterampilan 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, khususnya di daerah pedesaan. Jika di 

wilayah perkotaan, seperti di pusat Kota Mataram, sebagian masyarakat telah terbiasa 

menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media pengaduan dan informasi publik, maka 

di kawasan Meang (Sekotong) sebagian warga masih mengandalkan cara konvensional, 

seperti datang langsung ke kantor, mengirim surat, atau melakukan pertemuan tatap 

muka. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan yang berdampak pada efektivitas implementasi pelayanan publik berbasis 

elektronik. Faktor utama penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur komunikasi, 

termasuk minimnya sinyal, belum tersedianya jaringan fiber optik, serta rendahnya akses 

terhadap layanan internet. Sebagai contoh, di daerah Meang (Sekotong), koneksi internet 

hanya dapat diakses melalui modem pribadi milik sebagian warga, sehingga pada kondisi 

darurat, proses pelayanan publik kerap mengalami kendala.13 

Dengan demikian, meskipun Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan kemajuan 

yang signifikan dalam memperkuat infrastruktur serta menerapkan sistem pemerintahan 

berbasis digital, keberhasilan transformasi digital secara menyeluruh masih menuntut 

adanya peningkatan literasi digital masyarakat serta pemerataan infrastruktur jaringan 

 
12 https://ppid.mataramkota.go.id/berita/post/diskominfo-kota-mataram-gelar-evaluasi-program-smart-

city-menuju-transformasi-digital-2026-2030 di akses pada tanggal 8 Oktober 2025, Pada Pukul 23.40 
13 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rosyid Ridho, di Kantor Ombudsman Nusa Tenggara 

Barat, pada tanggal 29 Juli 2025, Pukul 11.45 WITA 
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hingga ke wilayah terpencil, agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

2. Keiteirbatasan Suimbeir Daya Manuisia dan Keiteirampilan Digital 

Keiteirampilan digital dan peingeimbangan suimbeir daya manuisia adalah faktor kuinci 

dalam keibeirhasilan digitalisasi layanan pu iblik, teiruitama di neigara beirkeimbang seipeirti 

Indoneisia.   

3. Kurangnya sinyal internet di daerah pedesaan 

Kurangnya ketersediaan sinyal internet di wilayah pedesaan menjadi salah satu 

kendala utama dalam penerapan digitalisasi pelayanan publik, terutama di kawasan Kota 

Mataram dan daerah sekitarnya. Proses digitalisasi tidak akan berjalan optimal tanpa 

dukungan infrastruktur jaringan yang memadai, baik melalui jaringan fiber optik maupun 

sinyal seluler. Kondisi ini mengakibatkan banyak wilayah pelayanan publik di pedesaan 

belum dapat terpantau secara maksimal karena keterbatasan akses internet. Sebagai 

contoh, masyarakat di daerah Meang, Sekotong, masih menghadapi kesulitan dalam 

mengakses layanan digital akibat tidak tersedianya jaringan WiFi maupun sinyal telepon 

seluler. Warga hanya dapat terhubung ke internet dengan mendekati rumah-rumah 

tertentu yang memiliki modem pribadi, sehingga pemanfaatan layanan digital menjadi 

tidak merata dan terbatas pada area tertentu saja.14 

4. Leimahnya Keiamanan Sibeir dan Privasi Data 

Keiamanan sibeir dan privasi data meinjadi fokuis uitama dalam e ira digitalisasi layanan 

puiblik, di mana teiknologi blockchain muincuil seibagai soluisi inovatif yang meinawarkan 

meikanismei keiamanan kuiat dan meiningkatkan keipeircayaan puiblik. Peineilitian oleih 

Danieilsein teintang tantangan keiamanan sibeir di organisasi puiblik Norweigia dan stuidi lain 

 
 14 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rosyid Ridho, di Kantor Ombudsman Nusa Tenggara 

Barat, pada tanggal 29 Juli 2025 
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oleih Ranchordás seirta Liui & Yuian meinyoroti peintingnya keirangka keirja keiamanan sibeir 

yang kuiat dan keibijakan privasi yang jeilas uintuik meilinduingi data pribadi warga dan 

meingatasi risiko eikskluisi digital.15  

  

 
 15 Ranchordás serta Liu & Yuan, Op, cit hlm 12 
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D. Kesimpulan 

1. Dalam meimpeirbaiki keipatuihan Peimeirintah Provinsi Nuisa Teinggara Barat teirhadap 

Uindang-Uindang Nomor 25 Tahuin 2009 teintang Peilayanan Puiblik, Ombuidsman 

Reipuiblik Indoneisia Peirwakilan Nuisa Teinggara Barat yang seicara muitatis muitandis 

sama deingan peiran dan fuingsi Ombuidsman Reipuiblik Indoneisia, tidak cuikuip hanya 

dilakuikan deingan meinjalankan fuingsi Ombuidsman seicara normatif seisuiai keiteintuian 

Uindang-Uindang Nomor 37 Tahuin 2008 teintang Ombuidsman Reipuiblik Indoneisia 

dan Uindang-Uindang Nomor 25 Tahuin 2009 teintang Peilayanan Puiblik, teitapi 

teirnyata haruis juiga dilakuikan deingan meindorong peiran Ombuidsman Reipuiblik 

Indoneisia Peirwakilan Nuisa Teinggara Barat meilaluii program-program yang beirsifat 

inteirveinsi teirhadap peineirapan standar peilayanan puiblik. 

2. Hambatan yang dipaparkan antara lain Infrastruiktuir Teiknologi yang Kuirang 

Meimadai, Keiteirbatasan Suimbeir Daya Manuisia dan Keiteirampilan Digital, 

Kuirangnya Sinyal Internet di Daerah Pedesaan, Leimahnya Keiamanan Sibeir dan 

Privasi Data, dan Soluisi yang di paparkan dari hasil peineilitian peinuilis yaitui 

meindorong peiningkatan partisipasi masyarakat dalam me ingawasi layanan digital. 
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